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WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR ((VQTAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDIS!
KERJA KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Mg e bahwa dalam rangka memngkatkan kinerpa Pegawea Neosr
Sip dan Calon Pegawin Negerr Sipil, dalinn meinhoriian
pelavanan kepada masvarakat periv seraberii
kesephteraan dengan tanbahan penehasilan cane o e
o proporsional;

b, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 oovat tih vt o
Mentert Dalam Negert Nomor 130 Tahon 20060 1enteo
Pedomain Pengelolaan Keaangan Dacrah sebiesinnesn 1o
dhiibaly beberapa kah tevakhir  dengan Peraioran Moneos,
Dalaam Negert Nomor 210 Tabun 2010 tentang, Perabadon
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negert Nomaor P Vadnos
20060 tentang, Pedoman Pengelolaan Revanean diaerdy
Pemermtah Dacrab dapat memberikan canbahian penehasiio:
kepada Pegawar Negert Sipil berdasarkan pertimsae e o
objecktd dengan memperhatikan kenmipuan e
daeraly:

©. bahwic untuk mencapar tapoia sehagannana dineiked pasia
borat o dan huarafl b, perlu menctapkan Peraturan Widikon,
Pekanbaru  tentang Pemberian Tambahan Penghasiiog
Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pejabat/Pepawan Neoen
Sipil Dilimgkuangan Pemcerintah Kota Pekanbar,

Menoingat o Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Vecrofnde

Dacrah otonom  Kota Kecil dadarm Lingkungan Provisie
Stmatera Tengah o (Lembaran Negara Republile Dieddone o
Tahin 1976 Nomor 19);

Ao Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang koo
Negana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 20600
Nowor A7, Tambahan Lembaran Negara Repubitks fradone s
Norior 4287):
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1.

9.

HO.

12.

Undang-Undang Noamor | Tahun 2004 fCrtinse,
Perbendaharaan Negara (Lembarvan Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa:
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negava (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahuon,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia MNomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangian
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneste Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintal
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), schagaimana telab diubah dengan Peraturcan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Republilk indoncsi
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang.
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrabs
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dang
Perimbangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tabun
2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45735);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58  ‘Tahun 20005 lentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah  (Lembaran Negara Repubbil
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarean
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentay
Pedoman  Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran  Negarn
Republik Indonesia Nomor 4594);

. Peraturan . Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan lovalieres
Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  Daerah  {Lembacan
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (entang Standa
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Repulik Indonesin
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran  Negaro
Republik Indonesia Nomor 5168);



3
13.

1O.

17.

18.
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

). Keputusan Mecenteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34

Keputusan  Presiden  Nomor 27 Tabun 1980 tentang
Pebentukan Badan Perencanaan Pembangunan Dacrab;

. Peraturan Mentert Dalam  Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pcdoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

’

Fahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pedoman Pengawasan
atas Penyclenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tenitang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah schagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementeriarn
Dalam Negeri dan Penyclenggaraan Pemerintah Daerah;
Tahun
2012 tlanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian
Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan
Walikola Pckanbaru Provinsi Riau;

. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Pckanbaru Nomor 8 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Peckanbaru
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daeral,
Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah, Kecamatan dan
Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Dacrah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Peckanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 (entang Pembentukan  Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kota Peckanbaru;

Peraturan Daecrah Kota Pckanbaru Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kola Pckanbary
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis
Dacrah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;



Mcemperhattkan b Pernturan Walikota Pekanbaru Nomor  PES e i

tentange Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Peloanbog

O Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 1230 Talony o
tentange Sistem Akuntanst Pemermtah kota Pekanbiare,

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dadoon Peraturan Daceraboim vang, dimaksud dengan:

Dacrah adalah Dacrah Kota Pekanbarug
Pemerintabh Kota adalabh Pemernntah Kota Pekanbara:

Widikota adalah Walikota Pekanbavu;

el etaris Dacrah Kota adalah Scekretarts Dacrah kota Pekanbar,

Perangkat Daerahy adalah Sckretariat Dacrah, Scekretariat Dewans Perawadaloon
Rokyat Dacrah, Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan Polist Pamong Prona lonton
o Necamatang

Sotuan kerpa Perangkat Dacrah ovang, sclmjutnva dismipgkat SR o
Sotuan Kerg Perangkat Dacrah dilingkungan Pemermtaly hotae Pokanbam
Pecawar Negert Sipil selanjutnva disingkat PNS adaliah Pegawm Negorr i
Dacrah dan atau Pegawin Negern Sl Husal danean siatan
inpekerpakan/bDiperbantukan pada Pemernmtah Kotn Pekanbara ol
menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapar vess dan e
Pemerintah Kota Pekanbaru;

lvasclon adalah tingkat Jabatan Struktural;

Ancearan Pendapatan dan Belanja Dacrah vang sclanjutnya dismgkat AP
adadah Angearan Pendapatan dan Belanja Dacrah Pemeritah Kota Pekamber

Nilinn Kerpa adalah tngkat atan nilal tampilan kerpp menyelurah vane cheapin
oleh setiap Pegawa Negert Sipil (PNS);

Masa kinerja adalah adalah kuran dalam waktu T (satu) bulan terbintung sanda
tangeal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dar keemtan vane
diilan untuk diberikan tunbahan pengahasilan:

oy kinerpacadalab kcoon dalaom T {sata) harn vang berisy joon pelavanan olel i

aaupun dituar o pelavanan efektil untuk melaksanakan tugas peiayanan
poubhik din pelavanan aparaton
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Pejabat penilal adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon atan
Pengeuna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggoaran, yang rm:mh(.nl\un et
capaian kerja;

Pejabat Penanggungjawab adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah alou
Pengguna Anggaran,

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah schagai berikut

.

——
S
s

——

Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Memotivasi Pegawail  Negeri Sipil dalam  melaksanakan  tugas  pokok  den
fungsinya;

Meningkatkan  semangat,  kedisiplinan  dan kualitas pelayanan apacatu
Pemerintah Kota Pekanbaru,

Meningkatkan kesejahterann Pegawat Negeri Sipil (PNS); dan

Pemerataan tambahan penghasilan kepada scluruh aparatur Pemerimtah ko
Pelkanbaru

, BAB III
RUANG LINGKUP DAN KRITERIA
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3
Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan Kondisi Kerja.
Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondist Kerja sebagaimiana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk SKPD yang mempunyai tugss
dan Fungsi Pelayanan Terpadu; dan

Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan scbagai mana dimaksud pada avai
(1), diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbarts untul
SKPD fungsi Pelayanan Terpadu melipulti:

a. melakukan  pelayanan penerbitan izin dan non  izin yang boerkaitan
berusaha didaerah.,

bh. melakukan penycderhaan prosedur penerbitan izin dan non izin.

. rentan dengan praktek gratifikasi cdalam kaitannya dengan mengeluarkan
produlk perizinan dan non perizinan.
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Pasal 5

bBopn PNS - yang dipekerjakan / diperbantukan kepada instansi Vertikal, tidak
dapat menerima honorarium atau wmbahan penghasilan yang scjenis dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah;

o Teb)

Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CIPNS) hanya dapat dibenkan Tambaben
Penghasilan sebesar 80% dar besaran taril dasar menurut golongan

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan hukuman distplin tidak diberikan

Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

A Hukuman disiplin tingkat scdang tidak diberikan Tambahan Penghasilon
untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;

h. Hulkuman disiplin - tngkat  beral  berupa penurunan pangkat  dan
prmhebasan dan jabatan tetapt yang bersangkutan masth melalesanalkein
tugas, Lidak diberikan Tmbahan Penghasilan untule jangka walktu 3 (rigal
bulan.

Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimalesud pada

ayat (1) terhitung  scjak  ketetapan  hukuman  disiplin diterima vany

bersangkulan,
Pasal 7

Terhadap PNS yang scdang menjalankan Tugas Belajar yang  diborikiargg
memperoleh beasiswa, hanya dapat diberikan tambahan penghasitan sehessr
30% (tiga puluh persen) dart besaran tarif dasar menurut golongan.

Datam hal PNS scdang melaksanakan Tugas Belajar sehagaimana dimalksud
pada ayat (1), yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanaleas
pekerjaan minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yang dibukikan dengas
absenst kehadiran, maka dapat diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 8

Tambahan penghasitan tdak diberikan kepada :

a.

b.

PNS yang bersialus Masa Persiapan Pensiun (MPP);

PNS yang bersangkutan Pencerima Uang Tunggu,

PNS yang berstatus scebagai pegawai utlipan didalam atau diluar Pemcerintah
Kota Pekanbaru; '

PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;

PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;

PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan Negara,

PN yang mengambil Cuti besar (kecuali cuti mclahirkan anak pertarma din
kedua); dan;

PNS Pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kola yang melaksanakan tugas pada
than anggaran berjalan.
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BAB IV
ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

HBelanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan
Helanja Dacrah Kota Pekanbaru.

Belanja Tambahan  Penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1
chnlokasikan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkal
Dacrah (DPA-SKPD).

Pasal 10

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayal (2) adalab
merupakan pemberian tambahan penghasilan  sclain yang  diarur dalam
Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil dan Caton Peg;lwai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja,

Tambahan Penghasilan yang diberikan sctiap bulan masing-masing Pegaw:
Negeri Sipil didasarkan pada penilaian dari tingkat kchadiran

Kehacdiran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) terdir dari:

i Ketepatan waktu tiba ditempal tugas/kantor;
h. Ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; dan
¢. Keberadaan di tempalt tugas/kantor sclama jam kerja.

BAB V
CARA PEMBAYARAN, PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 11

Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambal tanggal 10 bulan herikutnya
dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang
alkan diterima;

Pejabat  penanggungjawab  mengajukan  sural permintaan pembayaran
Tambahan Penghasilan melalui Bendahara Pengeluaran dari masing masing
satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku,

Pembayaran Tambahan penghasilan dibebankan pada dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah (DPA-SKPD) masing-masing;

)

Formal  penghitungan  Tambahan  Penghasilan,  permintaan  Tambahan
Penghasilan dan pengenaan PPh pasal 21 sebagaimana tercantum  pacls
Lampiran | peraturan ini.

Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai  Negeri Sipil Pemerintah Kot
Pekanbaru yang tidak hadir melaksanakan tugas lanpa alasan yang sah
schesar 5% (lima  persen} perhari dari besaran  kescluruhan  tambahan
penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.
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Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan
secara akumulast berjumlah 15 {lima belas) hari kerja dalam 1 (sata) bulan,
maka  tambahan  penghasilan dak  dapat  dibayarkan  kepada yang
bersangkutan.

Untulk tertib administrasi pembayaran tambahan pengbasilan, diharuskaon
kepada seluruh SKPD Pemerintah Kolta Pekanbaru mempersiapkan absensi
Pegawai  Negeri Sipil yang  merupakan  bukti authentik  sebagai dasan
pembayaran,

Bagian Kedua
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 12
Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang namanya tercandunm dalam
daftar gaji dan telah memiliki urajan tugas sceara tetulis;
PNS Pusal yang bekerja di SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru dapar diberikan
tambahan penghasilan dengan ketentuan
a. Berstatus  dipekerjakan atau  diperbantukan  pada Pemerintah Kol
Pekanbaru
b, Tidak menerima honorarium  atau peng
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

gantian lain  yang scjenis daon
PNS pindahan dapat Iangsung menerima Tambahan Penghasilan apabila teloh
menduduki jabatan struktural/fungsional rerhitung sejak yang bersangkutan
menduduki jabatan, dan/ telah terdapat tambahan anggaran yvang lercantum
dalion Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

PNS yang dipekerjinkan atau diperbantukan ke pemerintah dacrah lain tidak
mendapatkan Tammbahan Penghasilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini, maka Peraturan Walikot:
Pekanbaru tentang .

.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 1entang Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Fungsi Pelayanan Terpadi
Dilinglkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota
ini dengan pencmpatannya dalam Berita Dacrah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru e
pada tanggal C Jawuat 28

WALIKOTA PEKANBARU

S
Wi .
FARDAUS

Diundangkan i Pckanbaru
pada tanggal § Jovaacy 20\F

SEKREtTARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

]
v

Ny

K

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR (Y4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN,

R s
-~

NIKMATULAH
NIP.19631231 199310 1001



